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DPR Bangun Tameng

Pemeriksaan anggota DPR diusulkan harus dapat persetujuan Presiden
vang didahului dengan pertimbangan Mahkamah Kehormatan Dewan.

JAKARTA, KOMPAS — DPR ber-
upaya agar pemeriksaan anggo-
ta DPR oleh aparat penegak
hukum harus mendapat perse-
tujuan tertulis dari Presiden
yang sebelumnya didahului de-
ngan pertimbangan Mahkamah
Kehormatan Dewan. Padahal,
ketentuan ith telah dibatalkan
oleh Mahkamah Konstitusi.

Pada 2015, Mahkamah Kon-
stitusi (MK) memutuskan bah-
wa pemanggilan dan perminta-
an keterangan untuk penyidik-
an terhadap anggota DPR yang
diduga melakukan tindak pida-
na hanya perlu persetujuan ter-
tulis dari Presiden.

Putusan MK itu membatal-
kan Pasal 245 Ayat (1) Un-
dang-Undang Nomor 17 Tahun
2014 tentang MPR, DPR, DPD,
dan DPRD (UU MD3) yang ber-
bunyi pemanggilan dan permin-
taan keterangan untuk penyi-
dikan terhadap anggota DPR
yang diduga melakukan tindak
pidana harus mendapat perse-
tujuan tertulis dari Mahkamah
Kehormatan Dewan (MKD).

Namun, dalam draf revisi Pa-
sal 245 UU No 17/2014 disebut-
kan, pemanggilan dan permin-
taan keterangan anggota DPR
sehubungan dengan terjadinya

tindak pidana yang tidak ber-
hubungan dengan pelaksanaan
tugas harus mendapat persetu-
juan tertulis Presiden setelah
mendapat pertimbangan dari
MKD. ‘
Anggota Badan Leglslas1 (Ba-
leg) DPR dati Fraksi Partai Nas-
Taufiqulhadi, di Kompleks

Par lemen, Jakarta, Rabu (7/2),«

mengatakan, isi draf revisi UU

MD3 itu telah gadopsi pu-
tusan MK. Isi dgqu Juga telah™
disetujui ketua kelompok fraksi:

dan pimpinan Balegdj rapat,
Selasa (6/2) malam.

Anggota Baleg DPR - dari

Fraksi Partai Persatuan Pem=
bangunian, Arsul Sani, menam-
bahkan, ketentuan itu juga telah
disetujui dalam rapat Panitia
Kerja Revisi UU MD3 DPR dan
pemerintah yang digelar, Rabu
siang.

Taufiqulhadi meyakini atur-
an itu tidak akan bertentangan
dengan putusan MK. Sebab, MK
hanya melarang jika persetuju-
an tertulis itu dari MKD. “Lagi
pula itu sebatas pertimbangan
saja,” katanya.

Namun, Direktur Pusat Studi

Konstitusi Fakultas Hukum
Universitas Andalas Feri Amsari
meminta DPR dan pemerintah

mengkaji ulang aturan itu. “Pu-
tusan MK final dan mengikat.
Itu artinya tidak boleh ditam-
bah atau dikurangi,” katanya.

-Dengan harus adanya per-
timbangan MKD, pemeriksaan
anggota DPR yang diduga me-
lakukan. tindak pidana: harus
melalui dua tahap, yaitu per-
timbangan MKD dan izin Pre<
siden. Hal itu berpetensi mem-
buat proses penegakan hukum
~ menjadi“makin lama, bahkan
tidak dapat dilakukan jika MKD
tidak segera memberi pertim-
bangan.

”Jadi, mereka sepertinya-se-
dang membangun: tameng agar
proses pemeriksaan bisa diha-
langi, baik melalui Presiden atau
MKD. Jika memang sudah ter-

‘indikasi perkara pidana terten-

tu, mengapa (penegak hukum)
harus dihalangi,” ujarnya.

Penambahan kursi

Terkait penambahan kursi
pimpinan DPR dan MPR, dalam
rapat Panitia Kerja Revisi UU
MD3 dan pemerintah pada Ra-
bu malam, mayoritas fraksi di
DPR setuju adanya penambah-
an satu wakil ketua DPR dan
tiga wakil ketua MPR.

Namun, Fraksi Partai Demo-

krat masih menginginkan ada-
nya penambahan satu kursi wa-
kil ketua DPR dan dua kursi
wakil ketua MPR. Adapun Frak-
si Partai Nasdem masih meno-
lak revisi UU MD3.

Dalam rencana penambahan
satu wakil ketua DPR dan tiga
wakil ketua MPR, kursi wakil
ketua DPR diberikan ke Fraksi
PDI-P sebagai pemenang Pemi-
lu 2014.

Tiga kursi wakil ketua MPR
menurut rencana diberikan ke
tiga fraksi di DPR yang anggo-
tanya belum duduk di pimpinan
MPR, dengan melihat hasil Pe-
milu 2014. Dengan pertimbang-
an itu, posisi tiga wakil ketua
MPR itu diberikan untuk Fraksi
PDI-P, Gerindra, dan PKB.

Anggota Baleg DPR dari PKB,
Lukman Edy, mengatakan, par-
tainya telah menunjuk Ketua
Umum PKB Muhaimin Iskan-
dar duduk sebagai wakil ketua
MPR.

Dalam revisi UU MD3 ini juga
disepakati adanya penambahan
dua wakil ketua DPD. Meka-
nisme pengisian kursi wakil ke-
tua DPD ini diserahkan kepada
DPD. Saat ini, pimpinan DPD
terdiri dari satu ketua dan dua
wakil ketua. (APA)
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